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Abstrack

Dalam kehidupan obat sangat berperan penting. Hal tersebutlah banyak
masyarakat yang memanfaatkannya. Mencari keuntungan dengan mengedarkan
obat - obatan ilegal yang memang harganya jauh lebih murah dari pada obat yang
telah mendapat izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
penuntutan hukum pidana terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi
yang tidak memiliki ijin edar. Kasus yang dianalisis skripsi ini berkaitan dengan
sediaan farmasi yakni kasus tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang
tidak memiliki izin mengedarkan sediaan farmasi tetapi tetap mengedarkannya.
Kasus tersebut di dalam Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.JBR dan JPU
menuntut melalui surat dakwaan terhadap terdakwa dengan Pasal 197 UU Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini

adalah yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesimpulan bahwa
penuntutan terhadap pelaku pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin
edar  dalam perkara Nomor 558/Pid.B/2015/PN.JBR tidak tepat karena

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melibatkan pelaku yang lain,



sehingga seharusnya Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan maupun
surat tuntutan (requisitoir) mengkaitkan ketentuan tentang penyertaan.
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Abstrack

In the life of the drug was instrumental penting.Hal tersebutlah many
people who use it. Seek advantage by passing drugs - illegal drugs are indeed the
price is much cheaper than the drugs that have received marketing authorization.
This study aims to determine how the criminal prosecution of the offenses
distribute pharmaceutical preparation which does not have a distribution license.
This thesis analyzed the case that relates to pharmaceutical preparations which
case the crime of distributing pharmaceuticals unlicensed pharmaceutical circulate
but keep passing it around. The case in Decision No. 558 / Pid.B / 2015 / PN.JBR
and the prosecutor demanded by the indictment against the accused with Article
197 of Law Number 36 Year 2009 on Health. The method used in this research is
normative.

Based on the research results show that the conclusion that the prosecution of
perpetrators pharmaceutical dealers who do not have a distribution license in case
No. 558 / Pid.B / 2015 / PN.JBR not appropriate because based on the facts

revealed in trials involving other actors, so that should the General Prosecutor in



preparing the indictment and the warrant (requisitoir) linking the provision on
inclusion.
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PENDAHULUAN

Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami
perkembangan cepat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana
dibidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi dibidang ilmu
kesehatan antara lain malpraktek, pemalsuan obat, mengedarkan obat tanpa izin
dan transplantasi organ manusia. Masalah kesehatan merupakan keprihatinan
serius di setiap negara, baik negara maju maupun sedang berkembang, karena
kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara
dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban pada rakyatnya
untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang
terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.“Secara awam kesehatan
dapat diartikan ketiadaan penyakit. Menurut WHO kesehatan adalah keadaan
sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup
produktif secara sosial dan ekonomis”.'

“Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada
saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasis (apoteker) adalah suatu gelar

profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber

alam dan bahan sintetis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan

digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.”.?

'Titon Slamet Kurnia, 2007, Hak Atas Drajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia,
Bandung: Alumni, hlm: 13

“Moh. Anief, 1993, Farmasetika, Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, hlm : 11



Berdasarkan hal tersebut dan sangat pentingnya fungsi obat, banyak
masyarakat yang menyalahgunakan misalnya masyarakat yang dengan sengaja
mengedarkan obat-obatan tanpa mendapatkan ijin dari Kepala BPOM. Karena
obat-obatan yang tanpa dilengkapi ijin dari Kepala BPOM mudah didapat dan
harganya jauh lebih ekonomis dibanding obat-obatan legal yang telah mendapat
ijin edar dari Kepala BPOM. Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh penjual
juga tidak sedikit.

Maraknya peredaran obat ilegal yang salah satu contohnya yaitu
peredaran sediaan farmasi yang belum mendapatkan ijin edar. Hal ini
membuktikan bahwa masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal
yang membahayakan masyarakat.

“Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan
masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan
berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga

diri bangsa di mata dunia internasional. Hal ini terjadi juga karena faktor yang

berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik

pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar”.?

Sebagaimana penyusun mengkaji mengenai tindak pidana mengedarkan
sediaan farmasi tanpa izin edar Studi Kasus Perkara  Nomor
558/Pid.B/2015/PN.JBR dimana di dalam putusan tersebut terdakwa telah terbukti
mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa izin edar, yang hanya
dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan diancam pidana Pasal 197

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3Soerjono Soekanto, 1989, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial,
Bandung : PT. Citra Aditya Sakti, hlm : 187



Setelah saya telaah surat dakwaannya ternyata terdakwa juga melanggar Pasal 55
ayat 1 ke 1 KUHP dimana dalam putusan tersebut tidak tercantum pasal tersebut.
Jadi menurut saya seharusnya dalam putusan terdakwa tercantum diancam Pasal
197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo
Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut dengan judul “Penuntutan Terhadap Pelaku Pengedar
Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar” (Studi Kasus Perkara
Nomor 558/Pid.B/2015/PN.JBR)
Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas adapun permasalahan yang akan dibahas
penulis yaitu bagaimana penuntutan terhadap pelaku pengedar sediaan farmasi
yang tidak memiliki ijin edar (Studi Kasus  Perkara  Nomor
558/Pid.B/2015/PN.JBR)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penuntutan Terhadap Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Yang Tidak

Memiliki Ijin Edar (Studi Kasus Perkara Nomor 558/Pid.B/2015/Pn.Jbr)

Sebelum dilakukan pembahasan tentang penuntutan terhadap pelaku aborsi dalam
perkara nomor 558/PID.B/2015/PN.JBR terlebih dahulu akan dipaparkan identitas
terdakwa dan kasus posisi sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa :

Nama lengkap : HARI LAKSONO bin GIMAN



Tempat lahir : Jember

Umur : 19 tahun/ 05 mei 996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Loncatan, Desa Mangaran, Kecamatan Ajung,

Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
2. Kasus Posisi
Bahwa ia terdakwa Hari Laksono bin Giman pada hari minggu tanggal
21 juni 2015 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang
masih termasuk bulan juni 2015 bertempat dirumah terdakwa Dusun loncatan
Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang
tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa pada awalnya saksi Vivin Mujianto dan saksi Meika Putra
(keduanya merupakan anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jember),
yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Hari Laksono bin

Giman telah menjual atau mengedarkan obat warna putih logo “Y”. selanjutnya



saksi-saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan
melakukan penangkapan, serta melakukan penggeledahan badan terhadap
terdakwa dirumahnya, ternyata saksi-saksi menemukan 9(sembilan) plastik klip
yang berisikan obat warna putih berlogo Y dengan jumlah 62(enam puluh dua)
butir dan 5 (lima) plastik klip obat warna kuning dengan jumlah 60 butir, serta
ditemukan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Hari Laksono mendapat obat-obatan tersebut di atas
dari orang yang bernama Samsul (belum tertangkap/ dalam penyelidikan
Polreskoba Jember), kemudian terdakwa sudah menjual atau mengedarkan sekitar
10 hari kepada teman- temannya dan terdakwa mendapat upah dari penjualan
obat-obatan terlarang tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari
saudara Samsul (belum tertangkap/ dalam penyelidikan Polreskoba Jember)

Bahwa terdakwa Hari Laksono menjual obat-obatan berlogo Y warna
putih dan warna kuning adalah tergolong obar keras dan tidak ada ijin dari yang
berwenang, padahal terdakwa mengetahui menjual dan mengedarkannya dilarang
oleh Undang-Undang yang berlaku. Dan terdakwa menjual obat-obatan tergolong
keras yang dilarang tersebut dengan cara menunggu dirumahnya para
pembeli/pengguna berdatangan tanpa ada resep dari dokter, namun cara terdakwa
menjual/mengedarkannya dengan cara bebas dan juga sembunyi-sembunyi.
Selanjutnya perbuatannya terdakwa Hari Laksono bin Gimandibawa oleh saksi-

saksi dari Polreskoba Jember guna pengusutan lebih lanjut.



Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratoris, barang bukti berupa
tablet warna putih logo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidy
(Trex) tergolong obat keras dan tablet Dekstrometorphan tergolong obat bebas
terbatas sesuai dengan aturan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,
tetapi termasuk Daftar Obat Keras berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli
Nomor : 440/19038/414/2015 tanggal 10 agustus 2015 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Abdul Munif selaku memberikan keterangan Ahli dan
mengetahui Atas Nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Kepala Seksi
Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dra.widiajaningsih,Apt. perbuatan
terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 197 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Penuntutan dan Tuntutan Pidana

Pada tahap penuntutan, penuntut umum menyusun surat dakwaannya
dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimuat dalam surat dakwaan Nomor:
PDM- 189 / jember / Ep. 1 / 08 / 2015. Dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai
berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Hari Laksono bin Giman pada hari minggu tanggal 21
juni 2015 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang
masih termasuk bulan juni 2015 bertempat dirumah terdakwa Dusun loncatan
Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang
tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau
kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat
(3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya saksi Vivin Mujianto dan saksi Meika Putra
(keduanya merupakan anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jember),
yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Hari Laksono bin
Giman telah menjual atau mengedarkan obat warna putih logo “Y”. selanjutnya
saksi-saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan
melakukan penangkapan, serta melakukan penggeledahan badan terhadap
terdakwa dirumahnya, ternyata saksi-saksi menemukan 9(sembilan) plastik klip
yang berisikan obat warna putih berlogo Y dengan jumlah 62(enam puluh dua)
butir dan 5 (lima) plastik klip obat warna kuning dengan jumlah 60 butir, serta
ditemukan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Hari Laksono mendapat obat-obatan tersebut di atas
dari orang yang bernama Samsul (belum tertangkap/ dalam penyelidikan
Polreskoba Jember), kemudian terdakwa sudah menjual atau mengedarkan sekitar
10 hari kepada teman- temannya dan terdakwa mendapat upah dari penjualan
obat-obatan terlarang tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari

saudara Samsul (belum tertangkap/ dalam penyelidikan Polreskoba Jember)



Bahwa terdakwa Hari Laksono menjual obat-obatan berlogo Y warna
putih dan warna kuning adalah tergolong obat keras dan tidak ada ijin dari yang
berwenang, padahal terdakwa mengetahui menjual dan mengedarkannya dilarang
oleh Undang-Undang yang berlaku. Dan terdakwa menjual obat-obatan tergolong
keras yang dilarang tersebut dengan cara menunggu dirumahnya para
pembeli/pengguna berdatangan tanpa ada resep dari dokter, namun cara terdakwa
menjual/mengedarkannya dengan cara bebas dan juga sembunyi-sembunyi.
Selanjutnya perbuatannya terdakwa Hari Laksono bin Giman dibawa oleh saksi-
saksi dari Polreskoba Jember guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratoris, barang bukti berupa
tablet warna putih logo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidy
(Trex) tergolong obat keras dan tablet Dekstrometorphan tergolong obat bebas
terbatas sesuai dengan aturan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,
tetapi termasuk Daftar Obat Keras berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli
Nomor : 440/19038/414/2015 tanggal 10 agustus 2015 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Abdul Munif selaku memberikan keterangan Ahli dan
mengetahui Atas Nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Kepala Seksi
Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dra.widiajaningsih,Apt.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 196
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
ATAU

KEDUA



Bahwa ia terdakwa Hari Laksono bin Giman pada hari minggu tanggal
21 juni 2015 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang
masih termasuk bulan juni 2015 bertempat dirumah terdakwa Dusun loncatan
Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang
tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi Vivin Mujianto dan saksi Meika Putra
(keduanya merupakan anggota polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jember),
yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Hari Laksono bin
Giman telah menjual atau mengedarkan obat warna putih logo “Y”. selanjutnya
saksi-saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan
melakukan penangkapan, serta melakukan penggeledahan badan terhadap
terdakwa dirumahnya, ternyata saksi-saksi menemukan 9(sembilan) plastik klip
yang berisikan obat warna putih berlogo Y dengan jumlah 62(enam puluh dua)
butir dan 5 (lima) plastik klip obat warna kuning dengan jumlah 60 butir, serta
ditemukan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Hari Laksono mendapat obat-obatan tersebut di atas
dari orang yang bernama Samsul (belum tertangkap/ dalam penyelidikan

Polreskoba Jember), kemudian terdakwa sudah menjual atau mengedarkan sekitar



10 hari kepada teman- temannya dan terdakwa mendapat upah dari penjualan
obat-obatan terlarang tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari
saudara Samsul (belum tertangkap/ dalam penyelidikan Polreskoba Jember)

Bahwa terdakwa Hari Laksono menjual obat-obatan berlogo Y warna
putih dan warna kuning adalah tergolong obat keras dan tidak ada ijin dari yang
berwenang, padahal terdakwa mengetahui menjual dan mengedarkannya dilarang
oleh Undang-Undang yang berlaku. Dan terdakwa menjual obat-obatan tergolong
keras yang dilarang tersebut dengan cara menunggu dirumahnya para
pembeli/pengguna berdatangan tanpa ada resep dari dokter, namun cara terdakwa
menjual/mengedarkannya dengan cara bebas dan juga sembunyi-sembunyi.
Selanjutnya perbuatannya terdakwa Hari Laksono bin Giman dibawa oleh saksi-
saksi dari Polreskoba Jember guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengujian secara laboratoris, barang bukti berupa
tablet warna putih logo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidy
(Trex) tergolong obat keras dan tablet Dekstrometorphan tergolong obat bebas
terbatas sesuai dengan aturan, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,
tetapi termasuk Daftar Obat Keras berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli
Nomor : 440/19038/414/2015 tanggal 10 agustus 2015 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Abdul Munif selaku memberikan keterangan Ahli dan
mengetahui Atas Nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Kepala Seksi

Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dra.widiajaningsih,Apt.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 197
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak
mengajukan Eksepsi/keberatan.

Bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Jaksa Penuntut Umum
dipersidangkan telah mengajukan barang bukti berupa: 2(dua) buah kantong
plastik kecil masing-masing isi 60(enam puluh) butir tablet warna kuning dan
62(enam puluh dua) butir warna putih dan uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah)

Bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Jaksa Penuntut Umum
dipersidangkan telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah
sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi : Vivin Mujianto
Bahwa pada hari minggu tanggal 21 juni 2015 sekitar jam 17.00 WIB
dirumah terdakwa Hari Laksono Dusun Loncatan Desa Mangaran Kecamatan
Ajung Kabupaten Jember pada waktu itu saksi bersama-sama dengan Meike
Putra telah melakukan penangkapan  dan melakukan penggeledahan
menemukan barang bukti berupa 9(sembilan) plastik klip yang berisikan obat
warna putih berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 62(enam puluh dua) butir
dan 5(lima) plastik klip obat warna kuning dengan jumlah keseluruhan

60(enam puluh) butir dan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. saksi : Meike Putra
Bahwa pada hari minggu tanggal 21 juni 2015 sekitar jam 17.00 WIB
dirumah terdakwa Hari Laksono Dusun Loncatan Desa Mangaran Kecamatan
Ajung Kabupaten Jember pada waktu itu saksi bersama-sama dengan Vivin
Mujianto telah melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan
menemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) plastik klip yang berisikan obat
warna putih berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 62 (enam puluh dua) butir
dan 5(lima) plastik klip obat warna kuning dengan jumlah keseluruhan
60(enam puluh) butir dan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu)

3. saksi: Abdul Munie
Bahwa benar obat jenis Tryhexyphenidil adalah obat keras dimana
pemakaiannya harus dengan resep dokter disarana kesehatan yang berizin dan
ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidil tersebut
hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan
resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak
dapat dijual tanpa dengan resep dokter, sedangkan untuk jenis obat
Dextromethorphan boleh dijual di Apotek dan Toko obat berizin dengan
jumlah sesuai dosis Teraphy (3xsehari 1-2 tablet) tanpa resep dokter
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Farmasi tentang

Penggolongan Obat.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Hari
Laksono bin Giman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 21 juni 2015 sekitar jam 17.00 WIB
dirumah terdakwa Hari Laksono Dusun Loncatan Desa Mangaran Kecamatan
Ajung Kabupaten Jember dimana pada waktu itu terdakwa ditangkap oleh
petugas Kepolisian Resort Jember.
Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Jember
karena terdakwa telah menjual obat warna putih berlogo Y secara bebas.
Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat warna putih berlogo Y dari Samsul
menyuruh terdakwa untuk menjualkan obat warna putih berlogo Y dan
apabila semua obat tersebut laku terjual terdakwa diberi upah Rp.10.000,-
(sepuluh ribu)
Bahwa benar terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y tanpa dilengkapi
surat ijin edar.
Bahwa benar barang bukti yang disita dari tangan terdakwa yaitu 9(sembilan)
plastik klip yang berisikan obat warna putih berlogo Y dengan jumlah
keseluruhan 62(enam puluh dua) butir, 5(lima) plastik klip obat warna kuning
dengan jumlah keseluruhan 60(enam puluh) butir dan uang sebesar
Rp.10.000,- (sepuluh ribu)

Setelah tahap pembuktian surat dakwaan selanjutnya Penuntut Umum

membuat surat tuntutan. Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 06 oktober 2015



yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa Hari Laksono bin Giman terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi
atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak
memiliki izin edar sesuai dakwaan kedua Pasal 197 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10(sepuluh) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar
Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3(tiga) bulan
kurungan.

3. menyatakan barang bukti berupa : 2(dua) kantong plastik kecil masing-masing
berisi 60(enam puluh) butir tablet warna kuning dan 62(enam puluh dua) warna
putih dirampas dimusnahkan dan uang tunai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
dirampas untuk kas Negara.

4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua
ribu rupiah).

3. Analisis Kasus

Dalam hal ini penerapan hukum dalam kasus tindak pidana dengan
sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan atau
keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditinjau dari Studi Kasus

Putusan Nomor 558/Pid.B/2015/PN.Jbr. Dapat kita lihat dari tuntutan Penuntut



Umum bahwa terdakwa Hari Laksono bin Giman dengan sengaja melakukan
tindak pidana tersebut yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Unsur-unsur dalam tindak
pidana tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur dari Pasal 197
sebagai berikut :

1. barang siapa

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/
pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.
Jadi barang siapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut
dalam hal ini adalah terdakwa Hari Laksono bin Giman.

Dalam perkara terdakwa yang diajukan dipersidangan dengan identitas
lengkap adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sebagaimana terungkap
berdasarkan :

a. keterangan saksi Vivin Mujianto, Meike Putra yang menerangkan bahwa
benar pada tanggal 21 juni 2015 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di
Dusun Loncatan Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar.

b. keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada tanggal 21 juni
2015 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Loncatan Desa Mangaran
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mengedarkan sediaan farmasi tanpa
1jin edar.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah menurut hukum.



2. dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki
1jin edar.

fakta-fakta pemeriksaan yang terungkap dipersidangan berdasarkan:

a. keterangan saksi Vivin Mujianto, Meike Putra yang menerangkan bahwa benar
pada tanggal 21 juni 2015 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Loncatan
Desa Mangaran Kecamatan Ajung Kabupaten Jember menjual atau
mengedarkan obat keras dan tidak ada ijin dari yang berwenang, berdasarkan
pengujian secara laboratoris yang dilakukan oleh keterangan ahli dan
mengetahui atas nama Kepala dinas Kesehatan Kabupaten Jember Kepala
Seksi kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. Sedangkan terdakwa tidak
memiliki keahlian.

b. keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada tanggal 21 juni
2015 sekitar jam 17.00 WIB bertempat di Dusun Loncatan Desa Mangaran
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mengedarkan obat keras obat keras dan
tidak ada ijin dari yang berwenang, berdasarkan pengujian secara laboratoris
yang dilakukan oleh keterangan ahli dan mengetahui atas nama Kepala dinas
Kesehatan Kabupaten Jember Kepala Seksi kefarmasian dan Perbekalan
Kesehatan. Sedangkan terdakwa tidak memiliki keahlian.

c. keterangan saksi Vivin Mujianto, Meike Putra yang menerangkan bahwa

terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat kepada teman-temannya



dengan cara menunggu dirumahnya dan para pembeli/pengguna berdatangan
tanpa ada resep dari dokter dengan secara bebas dan juga sembunyi-sembunyi.
d. keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah menjual atau
mengedarkan obat kepada teman-temannya dengan cara menunggu
dirumahnya dan para pembeli/pengguna berdatangan tanpa ada resep dari
dokter dengan secara bebas dan juga sembunyi-sembunyi.
Dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak
memiliki ijin edar telah terbukti. Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian diatas
yang kesemuanya didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan
dipersidangan baik melalui keterangan saksi, barang bukti maupun petunjuk yang
diajukan dalam persidangan yang dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa maka
pasal yang didakwakan telah terbukti.
Dengan demikian menurut hukum dan keyakinan, terdakwa terbukti secara sah
melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar yang
ditetapkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Oleh karena itu kepada terdakwa adalah patut diberi ganjaran hukuman
yang setimpal dengan perbuatannya karena fakta dipersidangan tidak ditemukan
adanya hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memaafkan atau
membenarkan perbuatannya.

4. Hasil analisis surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum



Dalam surat dakwaan ini terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak
pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/
atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (1), dimana dalam surat dakwaan tersebut Penuntut Umum tidak
mencantumkan Pasal 55 dalam dakwaannya karena tindak pidana yang dilakukan
terdakwa adalah sebagai turut serta. Dimana dalam syarat surat dakwaan sudah
dijelaskan jika, syarat materiilnya tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut adalah
batal demi hukum (rechtswege nietig) terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP,
dimana dianggap tidak terpenuhinya syarat materiil apabila :

1. dakwaan kabur (obscuur libelen) yaitu karena susunannya tidak jelas atau
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara jelas atau
terjadinya pencampuran unsur-unsur tindak pidana atau tidak memuat fakta
dan keadaan secara lengkap.

2. dalam dakwaan berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya.

3. tidak berdasarkan rumusan atau kesimpulan dari hasil penyidikan.

Sehingga materi yang ada di dalam surat dakwaan harus memuat atau
dapat diketahuinya siapa yang melakukan tindak pidana (orang), kapan perbuatan
tersebut dilakukan (waktu), dimana terjadinya perbuatan tersebut (tempat), cara
bagaimana perbuatan itu dilakukan dan dengan alat apa perbuatan itu dilakukan,
apa akibat dari perbuatan tersebut dalam artian siapa yang menjadi korban atau
siapa yang dirugikan. Kesemuanya itu harus di dukung oleh bukti-bukti yang

cukup sesuai dengan ketentuang Undang-Undang.



PENUTUP

Kesimpulan

Berpijak pada rumusan masalah dikaitkan dengan hasil penelitian dan
pembahasan yang terurai pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan bahwa penuntutan terhadap pelaku pengedar sediaan farmasi yang
tidak memiliki ijin edar dalam perkara Nomor 558/Pid.B/2015/PN.JBR tidak
tepat karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melibatkan pelaku
yang lain, sehingga seharusnya Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan
maupun surat tuntutan (requisitoir) mengkaitkan ketentuan tentang penyertaan.
Saran-saran

Berpijak pada pemasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan di
atas, maka saran yang dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam
KUHAP, Penuntut Umum dalam membuat ataupun menyusun surat dakwaan dan
surat tuntutan harus cermat, jelas dan lengkap.
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